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IMPLEMENTASI  SISTEM OUTSOURCING DALAM PERSPEKTIF 




Penelitian dengan tujuan Implementasi Sistem Outsourcing dalam Perespektif 
Hukum Syariah Studi Kasus di BPSDM Universitas Muhammadiyah Surakarta 
supaya lebih mengetahui bagaimana sistem perjanjian outsourcing dalam 
perespektif hukum syariah selanjutnya digunakan untuk mensejahterahan suatu 
pegawai tenaga kerja outsourcing. Jenis Penelitian ini termasuk dalam penelitian 
kualitatif yaitu berasal dari wawancara dan observasi data. Sumber data penelitian 
ini terdiri atas sumber data primer yaitu peneliti langsung melakukan wawancara 
kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam sistem perjanjian outsourcing dan 
aspek-aspek sistem outsourcing dalam perespektif hukum syariah, peneliti juga 
menggunakan sumber data sekunder yaitu buku-buku, artikel dan bahan acuan 
lainnya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam upaya mensejahterahkan 
pegawai tenaga kerja outsourcing yang sesuai dengan perjanjian yang ada dan 
sesuai kebutuhan primer,sekunder, dan tersier pada pegawai tenaga outsourcing 
dengan ketentuan menurut ilmu fiqih yakni ijarah dan wakalah.  
 
Key-words: implementasi sistem outsourcing, menerapkan sistemoutsourcing. 
 
Abstract 
Research with the title Implementation of the Outsourcing System in a 
Perspective of Sharia Law. Case Study of BPSDM at the Muhammadiyah 
University of Surakarta in order to know more about how the outsourcing 
agreement system in the perspective of sharia law is then used for the welfare of 
an outsourcing employee. This type of research is included in qualitative research 
that is derived from interviews and data observations. The data source of this 
research consists of primary data sources, namely the researcher directly 
conducting interviews with the parties concerned in the outsourcing agreement 
system and aspects of the outsourcing system in the perspective of sharia law, the 
researcher also uses secondary data sources, namely books, articles and reference 
materials. other. The results of the study explain that in an effort to prosper 
employees, outsourcing workers are in accordance with existing agreements and 
according to the primary, secondary, and tertiary needs of outsourced employees 
with provisions according to fiqh science, namely ijarah and wakalah. 
 
Keywords: implementation system outsourcing, apply system outsourcing. 
 
1. PENDAHULUAN 
Perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi yang begitu cepat di 
berbagai sektor, sehingga berdampak timbulnya persaingan usaha yang ketat. 





pasar yang cepat dan fleksibel dalam meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan 
(Herjianto, 2016). 
Persaingan dalam dunia bisnis antar perusahaan membuat perusahaan 
harus berkonsentrasi pada rangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk dan 
jasa terkait dengan kompetensi utamanya. Dengan adanya konsentrasi terhadap 
kompetensi utama pada perusahaan, akan dihasilkan sejumlah dan jasa  yang 
memiliki kualitas dan daya saing di pasaran, akan tetapi perusahaan lain sulit 
untuk melakukan efesiensi sehingga biaya produksi tetap tinggi. Untuk 
mengurangi resiko yang tidak diinginkan maka timbul pemikiran di kalangan 
dunia usaha untuk menerapkan sistem outsorcing (Sutedi, 2009). 
Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, maka perusahaan yang 
membutuhkan tenaga kerja memanfaatkan lembaga jasa outsourcing. Hak yang 
diterima para pekerja  outsourcing di perusahaan tempat mereka kerja tidak setara 
seperti yang diterima para pekerja tetap di perusahaan tersebut. Padahal dalam 
berkerja mereka dituntut untuk  melakukan hal yang sama seperti halnya pekerja 
tetap (Herjianto, 2016). 
Berkenaan dengan hal itu maka norma hukum telah memberikan pedoman 
sebagai dasar hukum dari tenaga kerja outsourcing/alih daya, sebagaimana diatur 
dalam undang-undang ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2013 (Pasal 56-66) dan 
keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Republik Indonesia No. 
Kep.101/Men/VI/2004 tentang Tata Cara Perjanjian Perusahaan  Penyedia Jasa 
Pekerja/Buruh (Wijayanti, 2009). 
Menurut Pasal 56 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan:  
Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. 
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
didasarkan atas: jangka waktu; atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. 
Menurut Pasal 64 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenaga 
kerjaan menyatakan bahwa outsourcing/alih daya adalah suatu perjanjian kerja 
yang dibuat antara pengusaha dengan tenaga kerja, dimana perusahaan tersebut 
dapat menyerahkan sebagai mana pelaksanaan pekerja kepada perusahaan lainnya 





pekerja atau tenaga kerja bukan karyawan atau tenaga kerja tetap perusahaan 
tersebut melaikan tenaga kerja kontrak dengan jangka waktu tertentu (Wijayanti, 
2009). 
Selain terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, asas 
keseimbangan juga merupakan salah satu asas perjanjian menurut hukum islam 
yang disebut pula dengan Mabda’ at-Tawazun fi al-Mu’awadhah. Hukum 
perjanjian islam menekankan perlunya keseimbangan, baik keseimbangan antara 
apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul 
resiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dan apa 
yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidak 
seimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul resiko 
tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba (Miru, 2012).  Mengenai asas 
Mabda’ at-Tawazun fi al-Mu’awadhah tercermin pula pada ayat Al-Quran 
diantaranya terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90: 
َفۡحَشآءِ َوٱلُۡمنَكرِ وَ 
ُمُر بِٱۡلَعۡدِل َوٱۡۡلِۡحَسَِٰن ِإَويَتآيِٕ ذِي ٱۡلُقۡرََبَٰ َوَيۡنََهَٰ َعِن ٱلۡ
ۡ
َ يَأ ِۚ ۞إِنَّ ٱَّللَّ ٱۡۡلَۡغِ
ُروَن    ٩٠يَعُِظُكۡم لََعلَُّكۡم تََذكَّ
 “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang 
(melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia 
memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 
pelajaran.”  (Q.S An-Nahl:90) (Departemen Agama RI, 1989) 
   
Berdasarkan ayat diatas tersebut, dijelaskan bahwa kita harus berbuat adil 
dalam hal apapun termasuk dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-
masing yang telah disetujui dalam perjanjian kerja antara pihak-pihak yang telah 
sepakat melaksanakannya. 
Outsourcing adalah pendelegasian operasi dan menajemen harian dari 
suatu proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan penyediaan jasa outsourcing). 
Melalui pendelegasian, maka pengelolaan tak lagi dilakukan  oleh perusahaan, 





Dibidang ketanegakerjaan, outsourcing dapat diterjemahkan sebagai 
pemanfaatan tenaga kerja untuk memproduksi atau melaksanakan suatu pekerjaan 
oleh suatu perusahaan,melalui perusahaan penyedia/pengerah tenaga kerja. Ini 
berarti ada dua perusahaan yang terlibat yakni pertama, perusahaan khusus 
menyeleksi,melatih, dan memperkerjakan tenaga kerja yang menghasilkan suatu 
produk/jasa tertentu untuk kepentingan perusahaan lainnya. Dengan demikian, 
perusahaan yang kedua tidak mempunyai hubungan kerja langsung dengan tenaga 
kerja yang berkerja padanya hubungan hanya melalui perusahaan penyedia tenaga 
kerja (Suharto, 2006). 
Dalam perspektif islam kebutuhan  ditentukan oleh konsep maslahah 
(Muhammad, 2004). Sejak awal diisyaratkannya islam tidak memiliki basis 
(tujuan) lain melainkan demi kemaslahatan umat. Ungkapan standar bahwa 
syari’at islam dirancangkan demi kebahagiaan manusia (lahir-batin, dunia-akhirat) 
sepenuhnya mencerminkan prinsip maslahat. Maslahah menurut al-Bouti adalah 
suatu manfa’at yang ditunjukan kepada hamba-Nya berupa terlindunginya agama, 
jiwa, akal, reproduksi, dan harta sesuai dengan urutan-urutannya (Al-Bouti, 2005). 
Berdasarkan latar belakang diatas maka, peneliti akan mengkaji 
bagaimanakah impelementasi sistem outsourcing dalam perspektif hukum syariah. 
Peneliti ingin mengetahui dengan sistem outsourcing sudah sesuai dengan hukum 
syariah dan sesuai dengan taraf  hidup kesejahterahan pada  pegawai outsorcing. 
 
2. METODE 
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif yaitu dengan cara studi 
kasus dan deskriptif, penulis meneliti suatu kasus yang berada di dalam 
masyarakat dengan cara wawancara, observasi atau studi dokumenter kepada 
warga atau pengelola tempat penelitian yang kemudian di analisis dan 
menghasilkan suatu penelitian. 
Metode pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dengan cara 
interview (wawancara), observasi (pengamatan), dan dokumentasi. Metode 
pengumpulan dengan cara interview yaitu penulis mencari informasi atau 





outsourcing terhadap pimpinan BPSDM dan pegawai tenaga kerja outsourcing. 
Kegiatan wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap tiga belas orang 
responden, yaitu dua  orang pengurus BPSDM diantaranya bagian kabag BPSDM 
dan kabag Personalia kemudian untuk sebelas orang adalah pegawai tenaga kerja 
outsourcing. Adapun responden yang diwawancarai pengurus BPSDM yaitu 
Bapak Agung Siswanto, S.E dan Bapak Agung Siswanto, S.E, adapun untuk 
reponden yang diwawancarai pegawai tenaga kerja ousourcing yaitu Bapak Dwi 
Ari (kepala Danru satpam kampus 1), Bapak Muhammad Dasuki (Wakil Danru 
satpam kampus 2), Bapak Fery Alex (satpam kampus 2), Bapak Wahyu Sriyanto 
(satpam gedung walidah), Bapak Subro (Kepala Danru Parkir Kampus 1), Bapak 
Heru Widodo ( kepala Danru Parkir Kampus 2), Bapak Ugik (Parkir kampus 1), 
Bapak Darsono (Tenaga Listrik Kampus 2), Bapak Hariyanto (Tenaga Listrik 
Kampus 1), Bapak Priyono (Tenaga Listrik Kampus 2), dan Bapak Amir (Tenaga 
Pompa Kampus 2). 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dalam sistem outsourcing BPSDM bekerja sama dengan penyedia tenaga 
perusahaan atau tenaga kerja kemudian perusahaan penyedia jasa ousourcing 
melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada karyawan atau pegawai. 
Selanjutnya mereka menangih ke perusahaan pengguna jasa mererka. Karyawan 
outsourcing biasanya bekerja sesuai berdasarkan kontrak atau perjanjian dengan 
perusahaan pnyedia jasa outsourcing, bukan dengan perusahaan pengguna jasa, 
jangka waktu dalam perjanjian dipastikan perjanjian sesuai dengan masa kerja 
yang ditawarkan. Perjanjian kerja antara karyawan outsourcing dengan 
perusahaan penyedia jasa  biasanya mengikuti jangka waktu perjanjian kerjasama 
antara perusahaan jasa dengan perusahaan pemberi kerja. Setelah perjanjian 
dengan perusahaan penyedian jasa maka ditetapkan di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Menurut Agung Siswanto, BPSDM tersendiri  memperkerjakan pekerja 
tetap adapun pekerja outsourcing atau pekerja tidak tetap atau kontrak , ada 





undang seperti teknisi lapangan yang ada di Universitas Muhammadiyah 
Surakarta diantaranya tenaga kerja satpam, tenaga kerja parkir, tenaga kerja listrik 
dan pompa air.   
Maka dalam BPSDM sendiri sudah menggunakan hukum syariah dan 
sesuai dengan Undang-Undang yang ada di Indonesia. Tetapi menurut penulis 
BPSDM menggunakan akad Ijarah dan Wakalah, terjadi akad ijarah di karenakan 
BPSDM itu hanya pengguna jasa yang diberikan dari perusahaan. Tejadinya akad 
wakalah dikarenakan dari pihak pertama kepada pihak kedua, BPSDM 
dikatagorikan Pihak pertama dan pihak kedua adalah CV. Global Jaya Sukses. 
Untuk melaksanakan sesuatu atas nama Pihak pertama dan untuk kepentingan dan 
tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama. 
Dalam pasal pertama, yakni pengertian dan ruang lingkup pekerjaan; 
Perjanjian Pemborong Pekerjaan (Selanjutnya disebut “perjanjian”) adalah 
PIHAK PERTAMA menyerahkan pelaksanaan satu atau lebih pekerjaan yang ada 
di lokasi kampus. PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk kemudian 
melaksanakan/mengerjakan pekerjaan dimaksud dengan mengikuti mekanisme 
kerja dan prosedur kerja yang telah disepakati bersama. 
Pekerjaan-pekerjaan yang pelaksanaannya diserahkan oleh PIHAK 
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, meliputi pekerjaan-pekerjaan 
PENGELOLAAN KEAMANAN, PERPARKIRAN dan TEKNISI 
LISTRIK/POMPA AIR sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang telah disepakati. 
Pelaksanakan pekerjaan-pekarjaan yang telah diserahkan tersebut PIHAK 
KEDUA berhak merekrut sejumlah tenaga kerja, yang jumlahnya disesuaikan 
dengan kebutuhan, serta harus memenuhi kualifikasi yang telah disepakati PIHAK 
PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yaitu melalui proses seleksi, sesuai dengan 
kualifikasi yang telah disepakati.  
Kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari empat aspek yaitu 
pangan (makanan), sandang (pakaian), papan (tempat tinggl) dan jaminan 
kesehatan. Hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah memperkerjakan 
upah seseorang, jauh dibawah upah yang biasanya di berikan. Misalnya dalam 





di berikan sesuai dengan UMK atau UMR Sukoharjo sebesar Rp.1.938.000. Tidak 
boleh penggurangan atau pemotongan pada gaji atau upah yang diberikan dari 
BPSDM terhadap tenaga kerja outsourcing. Dan di BPSDM juga mendapatakan 
konpensasi dalam bentuk management fee atau jasa sebesar 8% dari uang pokok 
tenaga kerja outsourcing. 
Dari hasil wawancara BPSDM penulis memaparkan perbedaan antara 
tenaga kerja outsourcing dengan tenaga kerja tetap.  Karyawan tenaga kerja tidak 
hanya dalam lingkup tenaga kerja outsourcing tetapi tenaga kerja harian dan 
tenaga kerja tetap. Tenaga kerja outsourcing berkerja sama dengan CV. Global 
Jaya Sukses kemudian perusahaan tersebut bekerja sama dengan pihak BPSDM 
diantaranya adalah tenaga kerja outsourcing keamanan atau satpam, tenaga kerja 
outsourcing keamanan sepeda motor atau parkir, dan tenaga kerja outsourcing 
listrik dan pompa air. Table dibawah ini adalah sebagian perbedaan antara 
karyawan tenaga kerja outsourcing dengan karyawan tenaga kerja tetap. 
Tabel 1. Perbedaan antara karyawan tenaga kerja outsourcing dengan karyawan 






1. BPJS Kesehatan Mendapatkan Mendapatkan 










4. Angsuran rumah Tidak mendapatkan 
Mendapatkan 
angsuran rumah 





6. Uang Makan 
Mendapatkan 
sebesar Rp. 10.000 
Mendapatkan 
sebesar Rp.15.000 
7. Uang transport Tidak mendapatkan 
Mendapatkan 
sebesar Rp.25.000 
8. Cuti Kerja Tidak mendapatkan 
Mendapatkan cuti 














atau keluarga, dan 
keluarga ada yang 
meninggal 

















12. Gaji 13 
Mendapatkan hanya 






13. Jaminan hari tua Tidak mendapatkan 
Mendapatkan setiap 
lima tahun sekali 
dalam pengembalian 
 
Maka dari hasil wawancara penulis membuat tabel perbedaan antara 
karyawan kerja outsourcing dengan karyawan tenaga kerja tetap. Dari sisi ibadah 
sudah terpenuhi dan bebas melaksanakan ibadah pada saat jam kerja tetapi dengan 
sistem bergantian untuk tenaga kerja keamanan satpam dan tenaga kerja parkir, 
untuk tenaga kerja listrik dan pompa bisa dilakukan bersama-sama.  
Dari segi sandang dan pangan sudah tercukupi untuk keluarga dan untuk 
masalah tempat tinggal tergantung dengan tenaga kerja tersebut, kebanyakan dari 
tenaga kerja outsourcing masih mengikuti rumah dengan orang tua dan orang tua 
dari mertua dikarenakan belum memiliki rumah sendiri. Dan tidak ada rumah 
dinas untuk tenaga kerja outsourcing, hanya yang diberikan angsuran kepada 
tenaga kerja tetap karena dalam angsuran memiliki angsuran yang sangat tinggi. 
Untuk tenaga kerja outsourcing lebih baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 
dari pada untuk mengangsur rumah dikarenakan membeli rumah adalah 
alternative kedua dan alternative pertama adalah kebutuhan sehari-hari seperti 
kebutuhan anak dan istri, memenuhi kebutuhan sekolah anak, dan kebutuhan 
lainnya. 
Untuk jaminan kesehatan setiap karyawan tenaga kerja outsourcing dan 
karyawan tenaga kerja tetap mendapatkan jaminan kesehatan kecuali tenaga kerja 





Dalam pemberian jaminan kesehatan antara lain BPJS kesehatan, jamsostek dan 
MMC. Tetapi dalam pembayaran antara tenaga kerja outsourcing dengan tenaga 
kerja tetap untuk potongan setiap bulannya sama yang membedakan jika tenaga 
kerja outsourcing mendapatkan fasilitas biasa sedangkan untuk tenaga kerja tetap 
lebih baik diatasnya fasilitas tenaga kerja outsourcing.  
Pengupahan terhadap karyawan ousourcing, dan karyawan tenaga kerja 
tetap sudah sesuai dengan ketentuan UMK sukoharjo tidak ada potongan kecuali 
potongan setiap bulan untuk membayarkan BPJS keehatan dan jamsostek agar 
tenaga kerja mendapatkan jaminan kesehatan. Selain pengupahan ada yang 
namanya insentif atau tambahan penghasilan diluar upah untuk meningkatkan 
kinerja karyawan outsourcing maupun karyawan tetap, uang insensif di luar gaji 
pokok seperti uang lemburan, uang makan dan uang transport. Untuk uang 
lemburan adalah uang pada tambahan kerja atau tambahan waktu atau kelebihan 
waktu dalam pekerja maka diberikan uang tambahan untuk karyawan tetap atau 
karyawan outsourcing. Uang makan adalah uang yang diberikan kepada karyawan 
outsourcing sebagai penganti makan untuk meningkatkan mensejahterahkan 
karyawan tenaga kerja outsourcing. Untuk karyawan tetap atau kantor sudah 
diberikan dalam bentuk makan siap saji. Uang transport adalah uanng yang 
diberikan kepada karyawan tetap atau karyawan tidak tetap untuk menggantikan 
bensin yang telah dikeluarkan. Setiap tenaga kerja outsourcing dengan tenaga 
kerja tetap memiliki kesamaan dalam pemberian upah insensif diluar gaji yang 
membedakan dalam pemberian misal jika untuk uang makan untuk tenaga kerja 
outsourcing mendapatkan sebesar Rp.8.000 sedangkan untuk tenaga kerja tetap 
mendapatkan sebesar Rp.15.000. dalam pemberian antara tenaga kerja 
outsourcing dengan tenaga kerja tetap hanya selisih sedikit. Begitu dengan uang 
lembur dalam pemberian uang lembur memiliki perbeda dengan tenaga kerja 
satpam, tenaga kerja parkir, dan tenaga kerja listrik dan pompa air 
Konsep ijarah yang terdapat dalam BPSDM sudah memenuhi rukun dan 
syarat ijarah. Dalam rukun ijarah orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau 
upah-mengupah. Mu’jir adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, 





menyewa sesuatu. Syarat mu’jir dan musta’jir adalah baligh, berakal, cakap 
melakukan tasharruf (mengendalikan hata) dan saling merelakan. Maka dalam 
akad ini rukun mujir sebagai BPSDM dan mustajir sebagai pegawai tenaga kerja 
outsourcing, untuk akad tersebut harus memiliki sukarela tidak ada paksaan dari 
hati, amanah yang dipegang dalam perjanjian untuk tidak berubah, dan saling 
menguntungkan satu sama yang lain. 
Konsep Wakalah yang terdapat dalam BPSDM sudah memenuhi rukun 
dan syarat wakalah. Dalam rukun wakalah merupakan pelimpahan, pendelegasian 
wewenangan atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk 
melaksanakan sesuatu atas nama pihak pertama dan untuk kepentingan dan 
tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama. Terjadi dua orang yang 
bertransaksi antara perusahaan jasa dengan perusahaan pengguna jasa, dan 
melakukan ijab qabul seperti melaksanakan perintah yang diwakilkan. 
Dari dua konsep diatas maka sistem outsourcing yang berada di BPSDM 
sudah memenuhi dengan hukum syariah yang berupa tidak melanggar atas 
penyimpangan dalam pemberian perjanjian, amanah, saling menguntungkan satu 
sama lainnya dan memberikan gaji atau upah sesuai dengan UMK Sukoharjo 
tanpa ada potongan kecuali dengan potongan BPJS Kesehatan. Untuk tenaga kerja 
outsourcing tidak ada dalam melakukan penyimpangan dan dikeluarkan atau 
dikembalikan kepada perusahaan. BPSDM dan pegawai tenaga kerja outsourcing 
sudah sesuai dengan hukum syariah serta mendirikan berkarakter Islam. 
 
4. PENUTUP  
4.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan di bab-bab sebelumnya, maka penulis akan mengambil 
kesimpulan sebagai berikut : (1) Outsourcing, tenaga kerja yang melakukan 
sistem kerja kontrak terhadap perusahaan, dalam kontrak tersebut yang dilakukan 
perjanjian antara perusahaan pengguna jasa terhadap pegawai tenaga kerja 
outsourcing (2) Dalam pelaksanaan sistem outsourcing di BPSDM Universitas 
Muhammadiyah Surakarta sudah melaksanakan syarat dan rukun menurut ilmu 





Pasal 64 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Dalam 
sistem Hukum syariah sudah dilaksanakan tetapi masih mengikuti penuh dengan 
sistem yang ada di Indonsesia. (3) Hasil dari sistem tersebut sudah melaksanakan 
sesuai dengan hukum syariah diantaranya memberikan upah sesuai dengan UMK 
yang ada sekitar Sukoharjo, memberikan tambahan diluar gaji atau uang insensif, 
dan menjamin kesehatan tenaga kerja outsourcing. (4) Kendala dalam melakukan 
penelitian ini yaitu pihak BPSDM Universitas Muhammadiyah Surakarta belum 
memiliki data berdiri atau sejarah pertama kali di bentuk BPSDM. 
4.2 Saran 
Penulis berharap kepada BPSDM Universitas Muhammdiyah Surakarta 
memberikan kesempatan terhadap pegawai tenaga kerja outsourcing yang sudah 
lama lebih dari sepuluh tahun agar diberikan kenaikan jabatan sebagai pegawai 
tenaga kerja tetap. Dan untuk kenaikan sebagai pegawai tetap jangan dilihat dari 
segi yang paling dekat dengan pimpinan tetapi melihat dari segi lama ia berkerja 
dan memiliki kinerja yang bagus dan baik. Untuk memberikan kenaikan sebagai 
tetap diberikan batas paling lama minimal sepuluh tahun, supaya tidak terjadi 
kesenjangan dalam kenaikan jabatan sebagai pegawai tenaga kerja tetap. 
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